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• Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab



 Dinamika perubahan aturan di bidang perpjakan
 Ketersediaan lieratur reseach bidang perpajakan
 Tidak adanya akses data dari fiskus untuk

kepentingan penelitian
 Ketersediaan tenaga pengajar
 Permasalahan pajak yang terus berkembang
 Perbedaan interprestasi aturan yang ada
 Integritas tenaga perpajakan :swasta, pemerintah, 

Perguruan tinggi
 Pengendalian penerimaan pajak (tidak ada

konfirmasi penerimaan dari WP)
 Pemungutan pajak yang sederhana



 Penerimaan pajak meningkat (kesadaran
meningkat)

 Tenaga kerja di bidang perpajakan (swasta, 
pemerintah, perguruan tinggi)

 Pengajaran perpajakan mulai dini
 Pendidikan perpajakan untuk investor luar

negeri
 Pembenahan obyek dan subyek pajak
 Penyelesaian masalah perpajakan yang adil
 Membantu menyelesaikan masalah Korupsi



 Fakta menunjukkan ada gap antara
Pemerintah dan WP

 Gap LK pajak dan LK akuntansi
 Perbedaan Kepentingan Pemerintah, WP, dan

Konsultan
 Memilih aturan meringankan WP dari

banyaknya aturan yang ada
 Potensi pajak di indonesia tinggi
 Pajak masih menjadi pilar utama

pembangunan nasional



 Perpajakan (pengantar perpajakan)
 Hukum Pajak
 Akuntansi Pajak
 Lab Pajak
 Usulan tambahan materi perpajakan



 Konsep dan terori yang mendasari perpajakan
 Penekanan sekitar etika dan moral di bidang

perpajakan
 Kultur kantor pajak tidak sama dengan kultur

kantor polisi





Mari kita diskusi bersama…..!


